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Hakikat pendidikan dipandang dari sudut konsep pribadi muslim
merupakan pengembangan fitrah untuk mencapai kehidupan manusia yang
makmur, bahagia dunia akhirat. Konsep tersebut, mengandung dimensi
sangat luas bagi umat yang memaknai serta dapat merealisasikan dengan
tindakan konkret. Fitrah mempunyai makna kemanusian, hakikat tauhid,
hakikat alam semesta, yang bermuara kepada memanusiakan manusia di
muka bumi dalam rangka tugas-tugasnya. Hal tersebut, dapat direalisasi-
kan melalui suatu proses pendidikan. Oleh sebab itu, umat muslim di
Indonesia menyadari pentingnya pendidikan, salah satu wujud konkret dari
penyelenggaraannya adalah Madarasah khususnya tingkat Aliyah.
Madrasah Aliyah, baik yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat
(swasta) maupun pemerintah tampaknya masih pada tingkat pemenuhan
prioritas kesempatan mengikuti pendidikan umum yang bercirikan khas
Islam.

Beberapa hal yang dipandang melandasi pentingya studi tentang |
dimensi strategi pengembangan model Madrasah Aliyah Unggulan sebagai
salah satu faktor pendorong terciptanya kualitas pendidikan, antara lain:
{1) Peran Madrasah dalam sistem pendidikan nasional; (2) Pendukung dan
penghambat baik internal maupun eksternal; (3) Wawasan mutu sebagai
landasan unggulan pendidikan; (4) Pendekatan pengembangan pendidikan

keagamaan.



1. Peran Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kesadaran akan pendidikan kaum muslimin di Indonesia telah
tumbuh sejak abad ke 19-an pada saat kondisi bangsa yang kurang
menguntungkan, yakni dalam suasana penjajahan dengan pembatasan
berbagai kegiatan pribumi, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Azyumardi Azra (1999:97) menyatakan bahwa:

“Modernisasi dalam sistem pendidikan keagamaan di Indonesia, harus
diakui tidak bersumber dari kalangan Muslimin sendiri. Akan tetapi
merupakan suatu hasil interaksi dan komplementer antara pendidikan yang
diselenggarakan pemerintahan Belanda, dengan pendidikan pesaniren
serta pengaruh paham para pemuda yang baru pulang belajar dari Mesir
dan Irak”.

Interaksi tersebut, merupakan awal dari stimulus yang direspons
oleh kaum Muslimin terpelajar pada saat itu, sebagai salah satu hasil
pemikiran untuk menjawab tantangan pendidikan kolonialisme dan
kristenisasi. Periode ini, muncul dua bentuk kelembagaan pendidikan
Islam; pertama sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan
pengajaran Islam; kedua madrasah bermuatan pokok pendidikan
keagamaan yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi
pendidikan Belanda. Bentuk pertama, dapat diambilkan suatu contoh
seperti Sekolah Adabiyah didirikan Abdullah Ahmad di Padang tahun 1909,
dan sekolah umum model Belanda {tetapi met de Qur'an) yang didirikan
organisasi seperti Muhammadiyah. Adapun bentuk kedua, seperti “sekolah
diniyah” yang salah satunya di dirikan Zainuddin Labayel-Yunus
(Thawalib) di Sumatra, uiadrasah Al-Jami'atul al-Khairiyyah dan
madrasah yang didirikan al-Irsyad.



Respons pendidikan tradisional Islam, seperti surau di Minangkabau
dan pesantren di Jawa terhadap kehadiran dan ekspansi penyelenggaraan
madrasah, sangat bervariasi. Karel Steenbrink (1986) menyebutnya dalam
konteks surau “menolak dan mencontoh”, dan dalam konteks pesantren
sebhagai “menolak dan mengikuti”. Artinya, baik surau maupun pesantren
dalam merespon pendidikan Islam modern saat itu, bervariasi antara
menerima sebagian, dan mencontohnya dan adapula yang menolak tetapi
mengikutinya. Salah satu pesantren di Surakarta yakni Mambaul Ulum
yang didirikan Susuhunan Pakubuwono pada tahun 1906, merupakan
perintis yang mengadopsi beberapa mata pelajaran seperti membaca
(tulisan latin), aljabar, dan berhitung ke dalam kurikulum. Rintisan
tersebut, diikuti oleh beberapa pesantren, seperti Tebuireng (1916)
“Madrasah Salafiyah”, pesantren Rejoso Jombang (1927). Adapula,
nuansa yang sedikit berbeda pada periode ini, yaitu pondok modern Gontor
(1926), pondok ini selain memasukkan sejumlah mata pelajaran
umum,juga mendorong para santrinya untuk mempelajari bahasa Inggris,
selain bahasa Arab dan juga keterampilan serta olah raga.

Uraian tersebut, memberikan gambaran bagaimana respons
pendidikan tradisional umat Islam dalam proses perubahan dalam
perjalannya. Pengalaman ini, menunjukkan adanya pola pendidikan Islam
yang saat ini masih bergerak selaras dengan tuntutan umat sebagai
instrumental, dan kompleksitas penyelengaraan proses pendidikan secara
umum. Namun dé:rnildan, secara historis, politis dan sosiologis dan

kultural pendidikan berbasis Islam tradisional, tidak dapat dipisahkan



dengan perjalanan sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah
menempatkan penyelenggaraan pendidikan umat Islam pada posisi
terhormat. Kondisi itu, dapat ditinjau dari perlindungi secara hukum dan
pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh
Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Tahun 1989{ Bab IV, Pasal 11, Ayat 6 dinyatakan
“Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasa-
an pengetahuan khusus tentang ajaran agama bersangkutan”.

Secara historis pendidikan Islam diselenggarakan bertolak dari
inisiatif komunitas kaum Muslimin sendiri {(swasta), namun sesuai dengan
perkembangannya pihak pemerintah melalui Departemen Agama secara
aktif melakukan pembinaan Madrasah. Selaras dengan perkembangan
pendidikan nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif selalu
dilakukan perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Perbaikan yang
dilakukan antara lain, kebiajakan, kurikulum, peningkatan kualifikasi
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan.

Tahun 1975 telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama antara
Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri
Dalam Negeri. Isi SKB tersebut, salah satu upaya peningkatan kualitas
pendidikan, serta SKB Tahun 1984 mengenai pembakuan kurikulum
sekolah di antara sekolah umum dengan madrasah. Sejalan dengan upaya-
upaya perbaikan dalam penyelt;nggamkan pendidikan Madrasah diterbit-

kan Surat Keputusan Menteri Agama No.101 Tahun 1984 tentang



penggunaan kurikulum 1984 di Madrasah pada tiap jenjang termasuk pada
Madrasah Aliyah Negeri. Pilihan ilmu-ilmu agama diharapkan keluaran
memiliki bekal pengetahuan dasar dalam ilmu agama dan bahasa Arab
yang diperlukan di IAIN atau masyarakat. Selanjutnya bentuk kebijakan
lain, yaitu pengembangan pendidikan khususnya Madrasah, telah
diterbitkan SK. Menteri Agama RI No 73 Tahun 1987 Tanggal 30 April,
mengenai Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus, dan
pengembangannya dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor
138 tahun 1990.

Penyelenggaraan jalur sekolah atau madrasah saat ini, dapat dilihat
dari beberapa pendekatan, pertama dilihat dari pola penyelenggaraan yang
dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dan pemerintah. Penyelenggaraan
pendidikan oleh swasta, berupa Sekolah Dasar (enam tahun), SLTP (tiga
tahun) dan SMU/SMK yang diberi label Islam atau organisasi Islam (SD
Islam, SLTP Islam, SMU Islam, SMK Islam). Sekolah ini, secara tegas
kurikulum dan proses belajarmnya selaras dengan pembinaan Depdiknas,
hanya ditambah kekhususuan pelajaran agama Islam sebagai kurikulum
sekolah. Sekolah ini diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan yang
dilandasi oleh asas keislaman. Kedua, diselenggarakan oleh pemerintah
dan swasta yang berbentuk Madrasah, seperti MI; MTs; MA/MAPK.
Konstribusi penyelenggaraan pendidikan Madrasah terhadap pendidikan
nasional sampai dengan tahun 1993/1994 sangat strategis, untuk Madrasah
Ibtidaiyah {(MI) terdapat 24.979 buah, dapat menampung sekitar 11 persen

dari usia anak SD, dan 24.372 buah atau hampir 97,6 persen



diselenggarakan (masyarakat) swasta. Tingkat Madrasah Tsanawiyzh
(MTs) terdapat 8.081 buah, dapat menampung sekitar 17,4 persen dari total
usia siswa SLTP, dan 7.499 buah atau hampir 92,2 persen diselenggarakan
oleh masyarakat. Tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdapat 2.923 buah, dan
2.573 diselenggarakan masyarakat (swasta) dan sisanya negeri. Gambaran
tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan bernuansa keislaman mem-

punyai kontribusi dalam pembangunan Indonesia.

2, Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Madrasah
Telah kita ketahui bersama, bahwa setiap penyelenggaraan
pendidikan termasuk madrasah tidak dapat melepaskan diri dari berbagai
persoalan yang dihadapi baik faktor eksternal maupun internal. Kondisi
tersebut, merupakan bagian dari dinamika organisasi pendidikan sehingga
faktor pendukung harus terus dikembangkan dan mengurangi yang

dipandang sebagai penghambat.

a. Faktor Eksternal

Pendidikan merupakan salah satu sekotor dalam bidang
pembangunan suatu negara dan bangsa, oleh sebab itu perkembangannya
tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan atau isu-isu berdimensi
lokal, nasional dan internasional. Salah satu hal yang sering dikemukakan
para peramal masa depan, adalah era globalisasi pada awal abad ke-
duapuluh satu.

John Naisbitt (1992) mengemukakan ada sepuluh kecenderungan

besar yang akan terjadi di abad ke 21, yattu berupa:



“(1) pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi; (2)
pergeseran dari teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi/
sentuhan tinggi; (3) pergeseran dari ekonomi nasional ke ekonomt
dunia, (4) pergeseran dari perencanaan jangka panjang ke perencanaan
jangka pendek; (5) pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi; (6}
pergeseran dari bantuan institusional ke bantuan diri; (7) pergeseran
dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatori; (8) pergeseran
dari hirarki-hirarki ke jaringan; (9) pergeseran dari utara ke selatan;
(10) pergeseran dari pilihan tunggal ke pemilihan majemuk.
Kecenderungan yang diprediksi tersebut, tampaknya di Indonesia
sedang dan akan terjadi serta terbukti sebagai gejala perubahan dunia yang
tidak dapat dihindari. Salah satu wujud perubahan adalah, reformasi yang
sampai saat ini masih dalam proses, pematangan atau bahkan permulaan
dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Penyajian tatanan yang
dimodifikasi pemikiran Gould dan Anshof, Sanusi (1999) mengemukakan
sejumlah profil perubahan sosial (masyarakat dan organisasi) di masa
depan, disertai dengan kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan dan
inheren dengan perubahan tersebut.

Pertama, perubahan yang serupa dengan perluasan atau pertumbuh-
an, berupa tambahan kuantitatif dan internal (extension, expantion), yaitu
perubahan dari tujuan, fungsi dan cara kerja kelompok, orgamisasi, atau
institusi yang bersangkutan. Dalam menyertai perubahan ini, kompetensi
yang amat diperlukan ialah kemampuan negosiasi dan komunikasi, belajar
mengajar untuk pemberdayaan, pemodelan, disain organisasi dan tekno-
logi, perencanaan dan operasional.

Kedua, perubahan yang serupa dengan pembangunan atau
perkembangan (construction or development). Dalam tatanan ini, |

perubahan mengandung unsur pembaharuan kualitatif terhadap fungsi dan



berubah berdasarkan prakarsa, intervensi berdasarkan kepribadian yang

sehat, kemampuan membangun dan menyatakan keahlian profesional.

Ketiga, perubahan yang serupa dengan penyesuaian lanjutan dan
penajaman (transformation and fine-tuning). Perubahan ini menuntut
kriteria kualitatif yang objektif dan berlaku umum, perlu penyesuaian
secara presisi dalam menterjemahkan fungsi, aturan, ukuran, dan standar
kualitatif secara spesifik. Guna menghadapi perubahan ini, kapabilitas
yang diperlukan mencakup kemampuan pemeliharaan secara teliti, konsep
restrukturisasi dan rekayasa ulang, persaingan dalam sistem terbuka, dan
praktek sesuai dengan standar profesi.

Keempat, perubahan sebagai reformasi dan atau revolusi, berupa
perubahan yang ditujukan untuk mengatasi krisis. Perubahan ini mencakup
penggantian secara mendasar dan sistemik terhadap tujuan strategis,
fungsi, dan cara kerja kelompok dari organisasi dan institusi serta para
pemegang posisi kunci baik secara sukarela atau paksaaan, baik tanpa
kekerasan atau dengan kekerasan. Kompetensi yang diperlukan untuk
menghadapi perubahan ini ialah kemampuan menghadirkan nilai-nilai
paradigmatik sebagai antitesis yang antagonistik, kesiapan oposisi terhadap
kemapanan, keberanian sebagai man of action, menetapkan langkah tegar,
keras dan dengan pengorbanan, serta kemampuan berfikir dan bekerja

kreatif secara fleksibel. Secara umum perubahan-perubahan tersebut, akan



mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam berbagai aspek tata nilai, pola
dan gaya hidup masyarakat. Implikasi lebih jauhnya, akan mempengaruhi
pula sistemn pendidikan yang dituntut guna menyesuaikan diri atau
mengantisipasi kecenderungan tersebut.

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa perubahan harus dilalui
melalui suatu proses inovasi pada berbagai tingkat organisasi, termasuk
dunia pendidikan Islam. Perubahan harus bertolak dari analisis posisi yang
cermat dan tepat, melalui proses jaringan kerja yang solid dan akurat.

Perubahan eksternal yang secara langsung berinteraksi dengan
lingkungan Madrasah masa kini dan masa depan yaitu:

(1) Pelaksanaan otonomi daearah

{(2) Reorganisasi tatanan pemerintahan sebagai implikasi otonomi daerah
(3) Persaingan pelayanan penyelenggaraan pendidikan

(4) Penyelenggaraan pendidikan alternatif

Memperhatikan perkembangan vang terjadi di lingkungan eksternal,
maka eksistensi penyelenggaraan Madrasah tidak dapat melepaskan diri
dari kondisi nyata tersebut. Hal itu, memberikan arah kepada péra
pengambil keputusan untuk melakukan identifikasi, faktor-faktor eksternal

apa yang dapat mendukung atau menghambat.

b. Faktor Internal
Penomena dan tantangan pengembangan kualitas Madrasah, harus
berpijak dari epistemologis pendidikan Islam itu sendiri. Islam dalam

makna yang makrokospis dan mikrokosmis, dimensi itu tidak hanya



bertolak dari teologis namun juga pada konstelasi budaya m

muslim itu berada.

Azyumardi Azra (1999:39) mengemukakan salah satu pokok masalah
yang dihadapi sampai sekarang dalam wacana pemikiran Islam, pada
umumnya adalah hubungan antara Islam dan modernisme serta
pemaknaan modernisme itu sendiri. Pada tingkat doktrin hampir seluruh
pemikir Islam tidak ada pertentangan antara Islam dengan modernisme.
Persoalannya adalah jika Islam compatible dengan modernitas, sejauch
manakah modernitas dan medernisasi bisa ditoleransi?. Semua ini
sebenarnya persoalan klasik yang belum terselesaikan dalam agenda
pemikiran umat Islam.

Persoalan klasik dalam dunia pendidikan umat Islam, secara empiris
eksistensinya memang tidak dapat dipungkiri. Implikasinya terhadap
penyelenggaraan pendidikan, yaitu ketidak ajegan pilihan epistimologis, di
antara “Teo Sentris” dengan “Antropo Sentris”. Kondisi tersebut, tampak
dari realitas pendidikan Islam dalam arti, penyelenggaraan jalur sekolah
(Madrasah), masih mengalami berbagai tantangan sebagai berikut:

(1) Manajemen Madrasah pada berbagai tingkatan, masih belum
menunjukkan optimalisasi ke arah profesional, melalui pemanfaatan
peluang dan potensi yang ada di masyarakat

(2) Raw input siswa Madrasah sejak Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah,
belum dinjangkau oleh kaum muslim kelas menengah yang berpotensi
ekonomis, intelegensi dan status, sehingga optimalisasi sumber daya

kurang optimal.
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(3} Persepsi kaum Muslim sendiri, terhadap pendidikan Madrasah masih
bervariasi, dan kecenderungan terbatas pada pendidikan yang
diperuntukan bagi masyarakat bawah, sehingga masyarakat menengah
ke atas belum tersentuh untuk mempunyai rasa bangga.

(4) Rendahnya minat terhadap penelitian pendidikan Islam, baik secara
epistemologis atau manajerial, metodologis maupun sosio-kultural,
implikasinya pembaharuan bersifat alami, dan cenderung lambat.

(5) Rendahnya pola kesepakatan, kemitraan antara penyelenggara dengan
masyarakat orang tua dan konsumen pendidikan Islam, sehingga
ukuran dan penilaian bersifat normatif objektif belum terwuajud.

(6) Kebijakan pemerintah melalui Departemen Agama, dalam hal
penyelenggaraan pendidikan Islam cenderung sentralistik dan kurang
merangsang otonomi untuk berinovasi pada tingkat madrasah

(7) Penyelenggara pendidikan belum mengoptimalkan sumber-sumber
daya sesuai fungsi manajemen pendidikan.

Posisi Madrasah sebagai pusat pendidikan yang diharapkan dan
diunggulkan dalam mengantisipasi serta sebagai benteng pertahanan sosio-
budaya masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, eksistensinya harus
dipertahankan dan dikembangkan pola dan bentuk pelayanan yang selaras

dengan kebutuhan masyarakat.

3.Wawasan Mutu Pendidikan
Sesungguhnya mutu pendidikan di Indonesia idak hanya sekedar

wacana, akan tetapi merupakan komponen strategi kebijakan setelah
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komponen pemerataan pendidikan dan relevansi. Peningkatan mutu
pendidikan dapat dilihat dari dimensi, yaitu mutu proses, mutu produk dan
mutu outcome. Suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi proses,
apabila proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta
didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh
sumber daya {(manusia, dana, dan prasarana) yang memadai. Demikian
pula hasil pendidikan dapat disebut bermutu dari segi produk dan outcome
apabila lulusan mempunyai ciri-ciri: (1) peserta didik menunjukkan tingkat
penguasaan yang, tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning tasks) yang
harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan,
diantaranya adélah hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk prestasi
belajar (kualitas internal); (2) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan
peserta didik dalam kehidupannya, dengan belajar peserta didik bukan
hanya “mengetahui” sesuatu, melainkan “dapat melakukan sesuatu yang
fungsional untuk kehidupannya; (3) hasil pendidikan sesuai atau relevan
dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja, serta mempunyai nilai
ekonomi.

Produk pendidikan adalah jasa pendidikan, dan lulusan tidak dapat
sepenuhnya merupakan produlk pendidikan, karena terdapat faktor
lingkungan yang juga mempunyai peran dalam perkembangan peserta
didik menjadi lulusan. Karena itu, dikatakan bahwa produk pendidikan
adalah jasa pendidikan. Pengertian ini, dibatasi pada perencanaan dan
pelaksanaan pendidikan termasuk pengukuran hasil pendidikan, dapat
dilakukan dengan objektif .
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Suatu lembaga pendidikan termasuk Madrasah Aliyah, jika tidak
dapat mengembangkan perangkat proses pendidikan yang mengarah pada
peningkatan mutu akan mengalami kehilangan kepercayaan masyarakat di
masa depan. Oleh sebab itu, wawasan mutu secara lembaga harus menjadi
budaya dan etika, dalam rangka menunjang tercapainya vis dan misi
pendidikan.

Upaya-upaya pelembagaan wawasan mutu dalam rangka mencipta-
kan keunggulan diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan
pada tingkat pemimpin yang didukung oleh komitmen anggota organisasi
dalam hal ini para guru, dan staf tata usaha, dan para crang tua, demikian
pula kekuatan organisasi serta perhatian pada produk dan proses.
Keberhasilan pendidikan berdasarkan pendekatan mutu, memusatkan
perhatian pada kebutuhan pengguna yakni pengguna primer dan sekunder
atau tertier. Oleh sebab itu, kemampuan mengidentifikasi dan memahami
kebutuhan pada pengguna adalah kegiatan utama dalam pengadaan dan
penyajian jasa pendidikan. Kebutuhan pengguna diterjemahkan ke dalam
rencana strategis sekolah tersebut, sehingga keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan dilihat dari kesesuaian jasa yang dihasilkannya (dalam art
pengadaan dan penyajian) dengan kebutuhan pengguna, sehingga mutu
sekolah diukur berdasarkan kesesuaian dimaksud.

Persoalan mutu merupakan persoalan yang paling rumit dalam
pendidikan, baik proses maupun produk apalabi dibadapkan pada
persaingan tingkat global. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia

pendidikan di dalam negeri akan dihadapkan dengan ekspansinya lembaga-
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lembaga pendidikan internasional yang mampu memberikan tuntutan
layanan kepada masyarakat. Persoalan biaya pada masa persaingan
internasional bukan menjadi hambatan bagi masyarakat yang sudah sadar
akan budaya mutu. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan seperti Madrasah
tidak luput dari perlunya melakukan sesuatu tindakan yang mengarah pada
peningkatan mutu proses dan produk melalui pembudayaan wawasan mutu
sebagai basis unggulan,

Perkembangan sosial politik dalam dan luar negeri, telah membawa
pada berbagai perubahan tuntutan masyarakat termasuk tatanan pemerin-
tahan. Salah satu wujud perubahan tersebut adalah lahirnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus
pelaksanaan otonomi daerah adalah di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Berkenaan dengan perubahan penyelengaraan pemerintahan
tersebut, memberikan dampak terhadap penyelenggaran pendidikan.
Daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai peranan strategis dalam
pelaksanaan pendidikan di wilayahnya. Hal itu, berkaitan dengan enam
persoalan yang dihadapi yaitu; kepentingan nasional, mutu pendidikan,
efisiensi pengelolaan, pemerataan dan peran serta masyarakat serta
akuntabilitas pendidikan,

Kondisi tersebut, dapat dijadikan peluang bagi penyelenggara
pendidikan Madrasah yang berada di kota atau kabupaten. Oleh sebab itu,

profil penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Madrasah perlu
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ditingkatkan melalui penataan manajemen, proses pelayanan dan
kerjasama dengan badan pendidikan sejenis di beberapa kota bahkan

negara maju.

4. Pengembangan Pendidikan Keagamaan

Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) saat ini
sesungguhnya adalah sebagai salah satu uji coba upaya mengatasi
kelangkaan ulama, dan diselenggarakan secara terintegrasi ke dalam
Madrasah Aliyah (MA) yang telah memenuhi asumsi kriteria dan
dimusyawarahkan antara Departemen Agama, Pondok Pesantren dan
Madrasah Aliyah itu sendiri. Pijakan awal itu bertolak dari suatu keinginan
para tokoh ulama dan pemikir pendidikan Islam yaitu bagaimana
mengatasi kelangkaan ulama. Ulama yang selama ini diisi oleh keluaran
pondok pesantren yang jumlahnya relatif langka.

Telah kita ketahui bersama, bahwa madrasah telah memposisikan
diri sebagai organisasi tafagquh fiddin untuk mempertahankan risalah
Islamiyyah dan mengembangkan dirasah Islamiyyah secara kontekstual.
Sehingga dapat dijadikan suatu pilihan utama masyarakat muslim di muka
bumi, dalam memperoleh pengetahuan keagamaan dan masalah
keduniawian. Ditinjau dari sudut pandang keagamaan berkenaan dengan
regenarasi (ulama-fugaha), dan sudut duniawiah berkenaan dengan
pemecahan masalah urusan kehidupan dunia bertolak dari legal-agamis
(fighy). Tuntutan yang dikemukakan dilandasi oleh Al-Quran seperti yang

tersurat berikut.
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Artinya ;

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke Medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk membern peringatan

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.

Selanj utnya dalam ayat lain menegaskan hubungannya dengan pengetahuan.
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Artinya : |

Tidakah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dan langit, lalu kami
hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara
gunung-gunung ifu ada garis-garis putth dan merah yang beraneka macam warnanya
dan ada (pula) yang hitam pekat.

Scala penegasan pada fokus peran ulama yang tersurat dalam ayat berikut.
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Artinya :

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang
ternak ada yang bermacam-macam wamanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.
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Penguatan yang tersurat dalam Al-Quran memberikan makna
pentingnya ilmu dan pengetahuan, terisimewa dalam hal keagamaan agar
hidup menjadi selamat melalui pembelajaran yang seimbangan antara ilmu
dunia dan ilmu akhirat.

Kelangkaan ulama sesungguhnya bukan disebabkan minimnya
penyelenggaraan pondok pesantren, akan tetapi adanya dugaan sistem
pengajaran yang bekualitas untuk mendorong terbentuknya watak (baik
normatif maupun deskriptif) yang dipersyaratkan sebagai ulama selaras
dengan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan tuntutan.

Kompetensi ula:ﬂa yang diharapkan masyarakat relatif subjektf,
mengingat keterbacaan tuntutan pelayanannya sangat kompleks, multi
demensial (psikologis, pisis, phisik, teologis dan wawasan perilaku
manusia), dan adanya kekhasan selaras dengan akar budaya masyarakat.
Oleh sebab itu, batasan kompetensi ulama selama ini belum terstandar
secara sistematik, dan terdokumentasi secara fisik.

Secara empirik penyelenggaraan model Madrasah Aliyah Keagama-
an (MAK) telah dikembangkan dibeberapa kota di Indonesia yang salah
satunya di Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis. Pola pendidikan
dikembangkan berdasarkan keterpaduan pengajaran klasikal di kelas, dan
sorogan di pondok pesantren dengan ciri-ciri :

(1) Menggunakan kurikulum ganda yaitu; kurikulum nasional dan lokal
yang dikembangkan secara sinerji;
(2) Kurikulum lokal merupakan kajian empiris tokoh ulama atas dasar

kebutuhan relatif dan kecenderungan potensi yang ada;
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(3) Penggunaan multi metode dan multi media;

(4) Waktu belajar setiap hari relatif panjang;

(5) Keterpaduan manajemen penyelengaraan pengajaran;

(6) Keterkatian keputusan antara Madrasah dengan Pesantren;

Ciri-ciri tersebut, jika dikaji melalui pendekatan sistem manajemen
pendidikan, pendekatan kurikulum dan pendekatan proses serta pendekat-
an lulusan tampak ada kecenderungan ke arah tuntutan penguasaan
kompetensi bidang keagamaan.

Namun demikian ditinjau dari praktik administrasi pendidikan yang
dilandasi oleh pengendalian mutu penyelenggaraan model saat ini, belum
terdokumentasi dan terukur efektvitas dan efisiensinya baik proses
maupun produk. Sehingga hal itu, belum dapat dinyatakan sebagai suatu
pendekatan teoretik yang konseptual.

Bertolak dari kondisi yang diuraikan, maka menarik perhatian
penelii  untuk melakukan kajian dialektika yang terfokus pada
penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan. Adapun fokus
pengkajian, meliputi analisis kajian strategis Madrasah Aliyah Keagamaan
sebagai basis pedidikan calon ulama ditinjau dari pendekatan manajerial,
kurikulum dan implikasi pembelajarannya sesuai dengan tuntutan
masyarakat serta memberikan nilai tambah baik bagi penyelenggara
maupun bagi pemerintah daerah sebagai basis pengembangan pendidikan
unggulan.
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B.Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian
1. Fokus Masalah Penelitian

Eksistensi Madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai
Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta, dari masa ke masa
mempunyai peran dan fungsi yang mendukung pendidikan di Indonesia.
Namun demikian, peran dan fungsinya belum ditempatkan pada posisi
strategis yang secara holistik mampu mendorong percepatan modernisasi
umat Islam secara komprehensif.

Salah satu realitas yang harus disadart, terbukti jarangnya informasi
hasil penelitian baik deskr-ipsi eksplorasi maupun pengembangan pendidik-
an bernuansa Islam di Indonesia. Untuk memulai, upaya pengembangan
suatu Madrasah model sebagai unggulan, terlebih dahulu diidentifikasi hal-
hal yang berkaitan dengan analisis posisi pada dimensi sistem persekolahan
dan pondok pesantren yang dipandang oleh masyarakat sebagai
bencmarking. Kondisi Madrasah Aliyah diselenggarakan tidak berbeda
dengan sekolah menengah umum, adapun harapan dari MAK adalah
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
memenuhi kelangkaan ulama.

Berdasarkan hasil kajian tersebut permasalahan penelitian dapat
difokuskan pada “Bagaimana strategi pengembangan model Madrasah
Keagamaan Darussallam Ciamis dapat dijadikan unggulan di Kabupaten

Ciamis 27
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2. Pertanyaan Penelitian

Selaras dengan latar belakang masalah, dan rumusan masalah

berkenaan reposisi model Madrasah Keagamaan, terlebih dahulu perlu

dilakukan suatu klarifikasi permasalahan penelitian yang dirinci dalam

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

a.

Bagimana profil penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis,

dalam pendidikan keagamaan dilihat dari aspek, geografi, pemerintaan

daerah, kependudukan, pendidikan dan ideologi normatif masyarakat

setempat ?

Alasan apa, Madrasah Alivah Keagamaan dapat Dijadikan salah satu

pengembangan model madrasah unggulan di Kabupaten Ciamis ?

Sampai sejauhmana informasi penyelenggaraan pendidikan pondok

pesantren, madrasah atau sekolah umum yang dilandasi keislaman

sebagai basis unggulan dan dijadikan pembanding (Bencmarking)

dalam pengembangan model ?

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor-faktor strategis apa yang harus

dijadikan bahan pertimbangan pengembangan model madrasah

keagamaan ditinjau dari :

1) Peluang dan tantangan eksternal apa yang dapat menunjang atau
penghambat penyelenggaraan pendidikan unggulan ?

2) Kekuatan dan tantangan internal apa yang dapat menunjang atau

penghambat penyelenggaraan pendidikan unggulan ?



pendidikan keagamaan ?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan pada pengembangan model

Madrasah Aliyah unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan

keagamaan. Untuk menecapai tujuan tersebut, maka diperlukan informasi

yang berguna, oleh sebab itu dilakukan eksplorasi secara sistemik. Adapun

secara khusus penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis :

a.

Profil lingkungan pendidikan Kabupaten Ciamis, dalam partisipasi
pendidikan keagamaan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas Madrasah Keagamaan sebagai ﬁnggulan;

Alasan Madrasah Aliyah Keagamaan dapat Dijadikan salah satu
pengembangan model madrasah unggulan di Kabupaten Ciamis;
Informasi penyelenggaraan pendidikan sekolah umum, madrasah,
pondok pesantren sebagai basis unggulan dan dijadikan pembanding
(Bencmarking) dalam pengembangan model;

Faktor-faktor strategis yang dijadikan bahan pertimbangan

pengembangan model madrasah unggulan;

. Pengembangan model madrasah yang diharapkan menjadi unggulan,

ditinjau dari konsep pendekatan sistem penyelenggaraan pendidikan

keagamaan.
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2. Manfaat Penelitian

Selaras dengan latar belakang, perumusan dan tujuan penelitian,

maka hasil penelitian yang diharapkan adalah suatu pengembangan model

Madrasah Keagamaan unggulan. Pengembangan tersebut, diharapkan

bermakna baik secara teoritis maupun prakiis.

a. Secara Teoritis

1)

2)

3)

4)

5)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang
bermanfaat bagi kepentingan akademik di bidang Administrasi
Pendidikan, khusu;snya kajian manajemen berbasis madrasah yang
mengarah kepada menghasilkan kompetensi calon ulama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan keterbacaan
mengenai pemetaan pendidikan berdasarkan dimensional keagama-
an, khususnya penyelenggaraan Madrasah sebagai basis pendidikan
masyarakat muslimin.

Dapat dijadikan informasi awal kajian manajemen madrasah,
sehingga dapat dianalisis dari dua pandangan teoretis dan emperik
lapangan berkenaan dengan penyiapan calon ulama

Diharapkan diperoleh suatu model pengembangan manajemen
madrasah yang sesuai dengan karakteristik daerah, sosial ekonomi,
budaya masyarakat Jawa Barat

Temuan penelitian dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peminat

untuk melakukan penelitian lanjut berkenaan dengan suatu kajian
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madrasah sebagai salah satu basis pengembangan pendidikan

masyarakat.

b. Secara Praktis

1} Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan atau bahan
pertimbangan dalam menyiapkan kebijakan pemerintah daerah
kabupaten Ciamis dalam menyongsong otonomi daerah tingkat,
khususnya di bidang pendidikan berbasis keagamaan,

2} Dapat dijadikan bahan pertimbangan Departemen Agama untuk
melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan MAK yang memper-
siapkan calon ulama

D.Kerangka Berpikir dan Proposisi Penelitian
1. Kerangka Berpikir Penelitian
Persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan
persekolahan termasuk Madrasah Keagamaan, mempunyai karakteristik
yang identik yakni berkenaan dengan terbatasnya sumber-sumber yang
tersedia sebagai potensi dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan demikian para ahli sepakat untuk mengefektifkan perencanaan
pendidikan secara tepat, pelaksanaan yang sesuai dan evaluasi yang cermat.
Banghart dan Trull (1973:120) mengemukakan beberapa hal yang
harus dikaji melalui perencanaan antara lain dengan jalan :
“(1) mengidentifikasi berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap
sistem pendidikan; (2) mengevaluasi dan mempertimbangkan
alternatif metode pendidikan dalam kaitannya dengan masalah-

masalah khusus pendidikan; (3) menemukenali masalah-masalah krisis
yang memerlukan penelitian dan pengembangan; (4) mengevaluasi
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keunggulam dan kelemahan system pendidikan yang ada; serta (5)
melaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap sistem pendidikan
tertentu beserta komponen-komponennya. Pandangan tersebut, mem-
berikan arah kepada penyelenggara pendidikan dalam memerankan
misi dan fungsinya. Sebab tanpa suatu perencanaan yang tepat dan
komprehensif sangat sulit untuk memperoleh proses dan produk yang
selaras dengan kebutuhan masyarakat”.

Pandangan klasik yang mengatakan bahwa perencanaan pendidik-
an, antara lain Davis (1980) mengemukakan pendekatan;

“(1) social demand; (2) manpower planning; (3) rate of return ; dan
(4) cost-effectiveness analysis. Social demand approach menekankan
pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni
pembebasan masyarakat dari kebodchan dan kemiskinan, seperti
kebutuhan akan pendidikan dasar yang memadai. Manpower
approach menekankan pada kesesuaian atau relevansi antara output
atau Iulusan suatu system pendidikan dengan kebutuhan akan tenaga
kerja di berbagai bidang kehidupan. Cost benefit approach
menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis
dan berlandaskan pada konsep investment in human capital.
Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia, yang
harus mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai
moneter. Adapun cost effectiveness approach menekankan pada
penggunaan dana dan fasilitas secermat mungkin, untuk mencapai
hasil yang optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif™.

Keberadaan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sampai sejauh-
mana para perencana pendidikan melakukan identifikasi dan memadukan
berbagai pendekatan dalam suatu wacana kewilayahan, walktu, dana dan
orientasi ke depan. Suatu wujud dari perkembangan konsep perencanaan
dalam konteks manajemen sangat dikenal dengan strategic management
and strategic planning, nampaknya dapat memberikan nuansa baru dalam
perencanaan pendidikan sebagai konsep dan pendekatan penerapan di
lapangan.

Penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, merupakan salah satu

bentuk lembaga pendidikan yang khas, mengingat eksistensinya berada
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pada posisi yang lebih dekat pada lapisan masyarakat muslim. Namun
demikian, tidak berarti harus bertolak dari asumsi-asumsi tradisional
dalam penataannya. Hal itu, guna memberikan keyakinan pada para
pengguna primer, sekunder bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan
yang modern sudah selayaknya melakukan pembaharuan, termasuk
pemanfaatan manajemen strategi. Madrasah dalam konteks organisasi
tidak dapat melepaskan diri dari faktor internal dan eksternal. Faktor
eksternal berkenaan dengan stakeholder, perundang—undangan,. teknologi.
Stakeholders input dan ouput, merupakan suatu komponen masyarakat,
pemerintah, dan dunia usaha sebagai masukan dan sekaligus pemakai
pendidikan. Pada posisi pemasok dan pemakai, merupakan siklus serta
saling ketergantungan, salah satu prioritas yang dihadapi bersama adalah
kualitas sumber daya manusia, termasuk pemenuhan tuntutan masyarakat
muslimin dalam komunitas nasional. Demikian pula, perubahan yang
terjadi di masyarakat baik berupa kebijakan makro, maupun mikro
berkenaan dengan arah politik pemerintahan, seperti pola sentralisasi ke
desentralisasi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999) merupakan kondisi yang menantang baik
sebagai peluang atau ancaman bagi eksistensi penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi tersebut, merupakan realitas yang dihadapi oleh lembaga
penyelenggara pendidikan Islam, khususnya pada jalur persekolahan.
Menghadapi realitas tersebut, maka eksistensi pendidikan Islam, terfokus
pada tiga hal yaitu, (1) konstribusi pendidikan nasional, mengandung

makna berapa besar sumbangan yang dapat diberikan oleh penyelenggara
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pendidikan Islam (Madrasah) kepada bangsa dan negara berkénaan dengan
pendidikan; {2) kualitas, mengandung makna bagaimana penyelenggaran
pendidikan Islam (Madrasah) baik negeri maupun swasta dalam hal
manajerial, sumber daya manusia, proses belajar, fasilitas, hasil belajar,
kualitas layanan dan jumlah lulusan serta mobilisasi lulusan; (3) harapan
masa depan (gugus unggulan), mengandung makna adakah harapan dan
keinginan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi penyeleng-
garaan pendidikan Islam, sehingga diperlukan adanya dorongan untuk
turut menentukan keputusan pada tingkat wilayah, turut terlibat secara
aktif dalam redisain dan restrukturisasi serta memahami manajemen dan
konsolidasi politik daerah.

Ketiga fokus tersebut, harus menjadi wacana masyarakat terinstitusi
guna dijadikan agenda pengembangan model pendidikan di wilayah
Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab
itu, untuk menjadikan rekomendasi diperlukan separangkat informasi yang
akurat dan selaras dengan permasalahan, maka diperlukan adanya
Klarifikasi lapangan, dan Klarifikasi konsep legal. Informasi tersebut,
selanjutnya dianalisis dan didiskusikan sehingga dapat dijadikan bahan
pengembagan model Madrasah Unggulan, yang diharapkan pendidikan
Islam mampu bertahan dan meningkatkan kualitas selaras dengan
perkembangan jaman.

Kerangka berpikir penelitian dapat ditunjukkan pada gambar 1.1.
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2. Proposisi Penelitian

Bertolak dari kerangka berpikir penelitian, maka pentulis kemukakan

proposisi sebagai landasan studi dialektika, untuk memaknai dan

menganalisis fenomena berkenaan dengan strategi pengembangan model

Madrasah Keagamaan Unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas.

a. Substansi Konstribusi Terhadap Sistem Pendidikan Nasional

01. Secara historis penyelenggaraan pendidikan masyarakat muslim di

02,

Indonesia mempunyai posisi strategis, tidak hanya untuk
kepentingan yang bersifat kebutuhan masyarakat dalam arti baca
tulis, akan tetapi secara politis telah memberikan warna sistem
pendidikan. Demikian pula dalam memberikan konstribusi terhadap
kebijakan pendidikan nasional, seperti turut serta dalam menunjang
strategi pemerataan relevansi, kualitas, dan efisiensi. Keberadaan
penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya Madrasah, akan
mempunyai nilai tambah dan tetap dibutuhkan masyarakat, serta
mampu menjadi unggulan dalam mengemban misi peningkatan
kualitas umat dan filter dampak budaya negatif. Keberadaanya
diduga akan tetap diperlukan masyarakat, dan dapat meningkatkan
kualitas serta produktivitas masyarakat, memberi bekal dan
mendorong potensi peserta didik di masa depannya.

Berbagai persoalan yang dihadapi penyelenggara pendidikan Islam
(Madrasah - Keagamaan), baik karena keterbatasan kemampuan

pemerintah sebagai pembina, penyelenggara, maupun masyarakat
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dalam kesadaran terciptanya budaya mutu. Secara umum persoalan
tersebut, meliputi manajemen yang belum optimal, raw input yang
marjinal, persepsi masyarakat rendah, kebijakan pemerintah yang
kurang merangsang kemandirian penyelenggara, dan belum
beroptamalnya administrasi pendidikan.

Upaya perbaikan kualitas Madrasah Negeri dan Swasta, telah
dilakukan sesuai dengan kemampuan, seperti penyelenggaraan
model MAN (SMU berciri khas Islam), MAK (Madrasah Aliyah
Keagamaan), kurikulum, fasilitas (ruang kelas, laboratorium), dan
sumber daya pendidikan (peningkatan kualifikasi, DIII ke S-1 dan
bahkan setara S-2). Sejalan dengan perkembangan tersebut, terjadi
perubahan yang mengarah kepada restrukturisasi organisasi
pemerintahan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Implikasi dari
pemberlakuan tersebut, mengarah kepada restrukturisasi berbagai
organisasi pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan.
Hal itu, berdampak pada keberadaan Madrasah sebagai lembaga
pendidikan Islam yang dibina Departemen Agama. Konsekuensinya
akan terjadi perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pen-
didikan, antara lain penyerahan pendidikan yang kepada pemerin-
tah daerah. Oleh sebab itu, perlu ada pemikiran yang dipersiapkan
guna mengantisipasi dan menempatkal? Madrasah sebagai salah

satu pusat pendidikan yang berbasis Islam.



04. Bertolak dari ketiga alasan tersebut, maka untuk mempo
eksistensi penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya Madrasah,
harus didasarkan pada hasil analisis posisi. Analisis posisi yang
dilakukan meliputi: (1) geografi, pemerintahan daerah, kepen-
dudukan, pendidikan dan ideologi normative; (2) posisi Madrasah
dalam peta pengembangap wilayah, dan pelaksanaan otonomi
daerah; {4) Madrasah dalam pengembangan potensi, sebagai gugus
unggulan yang mempunyai nilai tambah di masa depan bagi daerah;
(5) profil penyelenggaraan Madrasah dipandang dari proses
manajerial, proses belajar mengajar dan hasil belajar, serta
mobilisasi lulusan; (6) faktor-faktor strategis yang dapat dijadikan
pertimbangan rekosntruksi model madrasah ungggulan dalam
pelaksanaan otonomi daerah.

b. Kondisi Eksternal dan Internal Penyelenggaraan Pendidikan
Lingkungan Madrasah merupakan bagian yang integral dengan
kehidupan sosial. Eksistensi Madrasah tidak terlepas dari iklim, dukungan
dan hambatan serta tuntutan, oleh keadaan lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal pada kondisi saat ini dan masa depan, menunjukkan
adanya arah ketidakpastian sesuai dengan wacana politik nasional.
0.6. Kondisi-kondisi internal sistem pendidikan Madrasah merupakan
bahan kajian utama, meliputi aspek manajerial, sumber daya
manusia, proses belajar mergajar, fasilitas, hasil PBM, kualitas

layanan, jumlah lulusan dan mobilisasi lulusan.
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c. Variabel Pengembangan Model Pendidikan

07. Input masyarakat ke dalam sistem penyelenggaraan Madrasah,
meliputi: (1) ideologis normatif, yakni orientasi ideologis yang
diekspresikan dalam norma-norma dearah setempat, yang menurut
tuntutan negara adalah bagian memperkuat wawasan nasional anak
didik; (2) mobilisasi dan partisipasi dar_i berbagai aspek kehidupan.
Mobilisasi merupakan tahap awal dari kesadaran yang mengarah
kepada kesiapan untuk berperilaku menentukan arah kebijakan
wilayah setempat. Mobilisasi dan partisipasi berkenaan dengan
politik, ekonomi, sosial dan budaya khususnya kumunal masyarakat
muslim.

08.Proses transformasi dalam penyelenggaraan Madrasah, meliputi,
pengembangan administratif. Pengembangan ini menuntut differ-
rentsiast sistem pendidikan untuk mengantisipasi dan mengakomu-
dasi berbagai kepentingan sosial, teknik dan manajerial. Antisipasi
dan akomudasi haruslah dijabarkan dalam bentuk formulasi, adopsi
dan implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat tertentu
(makro, messo dan mikro).

09. Differensiasi struktur, merupakan difersifikasi lembaga pendidikan
sesuai dengan fungsi yang akan dimainkannya. Apakah Madrasah
akan tetap berperan menjadi sentral pendidikan keagamaan atau

adanya perpaduan sesuai kebutuhaii wilayah sekitar.



32

10. Ekspansi kapasitas, merupakan perluasan atau pengurangan
sistem pendidikan dalam penyedizan layanan pada masyarakat
sesuai dengan kebutuhan.

11, Output pendidikan diharapkan dapat menghasilkan apa yang
diharapkan masyarakat meliputi: (1) Perubahan sistem nilai, dengan
memperiuas “peta kognitif” peserta didik, maka pendidikan
menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai
mampu meredam pengaruh negatif pada era globalisasi. Perluasan
wawasan merupakan pendorong dan tumbuh kembangnya motivasi
berprestasi, motivasi berapiliasi dan pada gilirannya mampu
menguasai ilmu pengetahuan islami; (2) hasil pendidikan dapat
diukur sesuai dengan perkembangan kuantitas dan kualitas; (3) hasil
pendidikan mempunyai nilai ekonomi bagi para lulusan dan
mempunyai mobilisasi. Keseluruhan output dari pen-didikan di
Madrasah diharapkan kompetitif, dalam rangka persaingan yang
semakin kuat. Oleh sebab itu, peningkatakan kualitas lulusan harus
dijadikan tujuan utama.

d. Pengembagan Model Madrasah Ungulan

12. Madrasah dapat dijadikan basis pengembangan pendidikan umat
muslimin di suatu wilayah tertentu, dengan karakteristik tertentu
dan dapat menopang kekuatan nasional. Untuk mencapai upaya
tersebut, maka harus dilakukan perencanaan dengan dilandasi
beberapa asas, meliputi; asas peta wilayah,) asas relevansi dan
kualitas,efisiensi, ekonomi wilayah, dan partisipasi masyarakat yang
berbasis kompetensi.
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13. Rekomendasi rencana, dapat dijadikan bahan pertimbangan
manakala kemauvan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang
mempunyai nilai tambah, khususnya dengan Madrasah Aliyah
Keagamaan di Kabupaten Ciamis dari pihak terkait melalui proses
partisipatif, akomodatif pada tingkat tertentu.

E.Prosedur Penelitian
1. Metode Penelitian
Hasil akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi pengembangan
model Madrasah Unggulan di kabupaten Ciamis. Model ini, disusun
melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan
yvang dapat dilaksanakan penulis, seperti eksplorasi konsep teoretis
dijadikan landasan berpikir; eksplorasi informasi empiris di lapangan;
pengembangan model melalui membangun struktur konsep. Penelitian ini
tidak dirancang untuk menguji hipotesis, dari suatu pengaruh atau
hubungan antara variabel, akan tetapi mendeskripsikan data, fakta, dan
kecenderungan yang terjadi, selanjutnya dianalisis dan direkomendasi apa
yang harus dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Penelitian ini, secara
konsep dikategorikan pendekatan studi kasus kualitatif dengan penyajian
deskriptif analitik.

2. Wilayah Kasus dan Madrasah Kasus Yang Diteliti

a. Penentuan Wilayah Kasus

Tingkat kelembagaan yang dijadikan sumber data, adalah Madrasah di
Kota Kabupaten (MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta, SMU dan Poﬁdok

Pesantren) yang intinya Kepala Madrasah, guru-guru, ketua BP3, siswa dan
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masyarakat sekitarnya yang dipandang relevan untuk memberikan
informasi atau komentar tentang masalah yang diidentifikasi, ditentukan

secara ‘smow ball” sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang

diharapkan.

b. Penentuan Madrasah
Madrasah (MI,MTs dan MA, SMU dan Pndok Pesantren) kasus yang
diteliti untuk mengkaji permasalahan yang relevan, ditetapkan berdasarkan

skala pemetaan sesuai kebutuhan.

c. Responden atau Informan
Penentuan responden dalam penelitian ini dipilih secara purposif dan

ditetapkan dengan teknik bola salju, sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengumpulan Data
a. Data dan Informasi
Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a) Data dan informasi geografis, pemerintahan, kependudukan,
ekonorni sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat.

b) Persekolahan, Madrasah dan Pondok Pesantren, berkenaan
dengan manajerial, proses belajar mengajar, lulusan dan mobilisasi
lulusan.

¢) Data-data yang relevan dengan fokus penelitian

b. Teknik dan Instrumen Peneliian serta Pedoman Pengumpulan data

a) Teknik pengumpul data digunakan, studi dokumentasi;
wawancara; observasi dan prediksi atau studi kecenderungan.

b) Instrumen tang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
manusia, dan alat seperti buku catatan, tape recoder dan kamera.

¢) Sebagai pedoman instrumen dirancang pokok-pokok informasi
dan data yang diperlukan disusun oleh peneliti melalui proses
diskusi dengan para ahli yang relevan.
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4. Langkah Penelitian

Bogdan (1972) dan Moleong (1990) mengemukakan ada tiga tahapan
dalam penelitian kualitatif yaitu, (1) pra lapangan, (2) kegiatan lapangan,
dan (3) analisis intensif. Kirk dan Miller (1986) menyatakan ada empat
tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) invensi, (2) temuan, (3)
penafsiran, dan (4) eksplanasi. Dan pendapat Nasution (1983} menyatakan,
(1) orientasi, (2) eksplorasi dan (3) member chek.

Prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi: para lapangan, orientasi dan pelaksanaan penelitian, sampai

pelaporan penelitian.

5. Penafsiran dan Analisis data

Prosedur analisis data atas dasar tiga tahap sesuai dengan saran
Nasution (1982) yakni, (1) reduksi data, (display data, (3) mengambil
kesimpulan dan verivikasi data.Reduksi data dilakukan dengan menelaah
kembali seluruh catatan lapangan dan studi dokumentasi. Telaah ini
dilakukan untuk menemukan hal-hal yang pokok atau penting berkenaan
dengan fokus penelitian. Display data, mensistematikan pokok-pokok
informasi sesuai dengan tema dan polanya, pela yang nampak ditarik suatu
kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna tertentu.

Nasution (1988) mengemukakan bahwa tingkat kepercaaan hasil
penelitian kualitatif ditentutakn oleh tiga kriteria; (a) kredibilitas (validitas
internal), (b) transferbilitas (validitas eksternal), {(c) dependabilitas

(reliabilitas) dan {d) komfirmabilitas (objektivitas).
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6. Alasan Kabupaten Ciamis Yang Dijadikan Tempat Penelitian
Alasan mengapa kabupaten Clamis merupakan satu pemerintah
tingkat II di wilayah Priangan timur Jawa Barat yang berbatasan dengan
Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini, mempunyai posisi strategis dilihat
dari peta perkembangan pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Adapun alasan yang dominan adalah merupakan salah satu kota terbesar
dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, khususnya madrasah keagama-

an sebagai salah satu model di Indonesia.





